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Abstrak
 

Skripsi ini menganalisis bagaimana kerangka undang-undang omnibus diterapkan di Indonesia dalam kurun

waktu 2020-2023. Terdapat empat undang-undang omnibus yang berlaku yakni Perpu CK yang

menggantikan UUCK, UUHPP, UUPPSK, dan UU Kesehatan. Skripsi ini disusun dengan menggunakan

metode penelitian doktrinal. Undang-undang, sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan,

disusun dengan menggunakan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman

untuk menyusun bentuk luar, bentuk dalam, dan ragam bahasa, serta tata letak dan tata susunannya. Bentuk

luar dan bentuk dalam adalah yang dimaksud para ahli sebagai kerangka peraturan perundang-undangan. Di

Indonesia, pengaturan mengenai kerangka peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang,

undang-undang pencabutan, undang-undang perubahan, dan undang-undang omnibus diatur dalam

Lampiran II UUPPP sebagaimana diubah UUPPP perubahan tahun 2022. Dalam definisi dan konsepnya di

berbagai negara, undang-undang omnibus disebut sebagai undang-undang yang memuat materi-materi

muatan yang bersifat heterogen, baik yang saling berkaitan ataupun tidak, seringkali berukuran besar dalam

jumlah pasal atau kata, dan dibentuk dalam waktu yang dipersingkat atau dipercepat apabila dibandingkan

dengan pembentukan undang-undang dalam bentuk lainnya. Sedangkan di Indonesia, undang-undang

omnibus didefinisikan oleh Pasal 64 ayat (1b) dan angka 111b Lampiran II UUPPP perubahan tahun 2022

sebagai salah satu bentuk undang-undang yang dapat memuat tiga jenis pasal yakni pasal-pasal yang

memuat materi muatan baru, pasal-pasal pengubahan materi muatan dari berbagai undang-undang lainnya,

dan pasal-pasal pencabutan undang-undang yang ada secara sekaligus, dengan syarat adanya keterkaitan

antara materi-materi muatan dari jenis-jenis pasal yang dimuat. Dalam konteks pengaturan dan

penerapannya, kerangka undang-undang omnibus menyimpan berbagai permasalahan mulai dari masalah

penggunaan istilah metode omnibus hingga masalah keberlakuan ketentuan-ketentuan definisi dan batasan

pengertian dalam ketentuan umum yang dimuatnya. Untuk itu, skripsi ini hendak mengajukan solusi berupa

penyederhanaan jenis pasal yang dapat dimuat, penggunaan tabel, dan penggunaan delegasi kewenangan.

......This thesis analyzes how the structure of omnibus laws is implemented in Indonesia in the period of

2020-2023. There are four omnibus laws in force, namely the Job Creation Perpu (government regulation in

lieu of law) of 2022 which replaces the unconstitutional Job Creation Law of 2020, Tax Regulation

Harmonization Law of 2021, Financial Sector Development and Strengthening Law of 2023, and the Health

Law of 2023. This thesis is prepared using the doctrinal research method. Laws, as one type of legislation,

are drafted using the legislative technique which is a guideline for preparing its general outlines, internal

outlines, and linguistic usage and style, as well as the its grouping and ordering. The general outlines and

internal outlines are what experts refer to as the structure of law. In Indonesia, the guideline for structuring

the laws, especially ordinary laws, repealment laws, amendment laws, and omnibus laws are regulated in

Annex II of the Legislation Making Law of 2011 (as amended by the Second Legislation Making

Amendments Law of 2022). In its definition and concept in various countries, omnibus laws are referred to
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as laws that contain various measures, whether interrelated or not, are often large in number of articles or

words, and are formed in a expedited legislative process compared to the formation of other form of laws.

Meanwhile, in Indonesia, an omnibus law is defined by Article 64 sub-arcticle (1b) and number 111b of

Appendix II of the Second Legislation Making Amendments Law of 2022 as a form of law that can contain

three types of articles, namely articles containing new content material, articles amending content material

from various other laws, and articles repealing existing laws, provided that there is a connection between the

content material of the types of articles contained. In the context of its regulation and implementation, the

structure of omnibus law holds various problems ranging from the problem of using the term ‘omnibus

method’ to the problem of the applicability of definitional provisions in the general provisions to the subject

matter provisions, penalties, transitional provisions, and final provisions. For this reason, this thesis will

propose a solution in the form of simplifying the types of articles that can be contained, the use of table of

contents, and the use of delegation of the power to legislate.


